
S A L I N A N 

  

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 79 TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 149 TAHUN 2020  

TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR PEMERINTAH DESA  

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas 

lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, 

sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka 

perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan 

penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan 

yang lebih luas; 

b. bahwa adanya permasalahan terkait perangkat Aparatur 

Pemerintah Desa yang terkonfirmasi terpapar penyakit 

menular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2021 

tentang Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Desa 

perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2020 tentang Hak 

dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Desa; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
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Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 39); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 149 TAHUN 

2021 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR 

PEMERINTAH DESA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 

2021 tentang Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 149), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa 

dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam 

sekretariat Desadan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana 

teknis dan unsur kewilayahan. 

12. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disebut Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan 

Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi 

pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab 

kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

13. Disiplin Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut disiplin 

adalah kesanggupan Aparatur Pemerintah Desa untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang – undangan. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

15. Hari adalah hari kerja. 

16. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf 

Perangkat Desa, dan Staf Administrasi BPD. 
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2. Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 

Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 29A 

 

(1) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa tidak masuk kerja dan/atau 

tidak melaksanakan absensi dikarenakan terkonfirmasi terpapar 

penyakit menular dan melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada 

fasilitas khusus penyakit menular milik Pemerintah Daerah atau 

Desa, maka dianggap tetap masuk kerja dan dibuktikan dengan 

surat keterangan atau surat yang menyebutkan bahwa yang 

bersangkutan terkonfirmasi terpapar penyakit menular dari pihak 

yang berwenang.  

(2) Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

rumah sakit umum daerah atau instansi yang mengurusi kesehatan 

dan/atau satuan tugas yang ditugaskan untuk menanggulangi 

penyakit menular atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dianggap tetap masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah bekerja dari rumah atau work from home atau sebutan lain 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tetap berhak menerima seluruh pendapatan yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dilakukan 

pemotongan karena tidak masuk kerja dan/atau melakukan absensi. 

 

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

 

(1) Pelaksanaan hari kerja, jam dinas, dan jam pelayanan wajib 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif 

pada Tahun 2021. 

(2) Pelaksanaan absensi elektronik dan teknis pemotongan tunjangan 

berdasarkan indeks kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

sampai dengan Pasal 17 adalah setelah dicabutnya status keadaan 

bencana atau keadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai cuti dan Pelaksana Harian atau sebutan lainnya 

bagi Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan sebelum peraturan 

Bupati ini terbit tetap sah. 

(4) Permohonan cuti bagi Aparatur Pemerintah Desa yang disampaikan 

kepada Kepala Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka 

Kepala Desa memproses sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 12 Agustus 2021 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

                                                                                                                          

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 12 Agustus 2021 

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 79 


